
SALINAN 

WALI KOTA CIMAHI 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 

NOMORS TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CIMAHI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

i. 



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI 

Menetapkan 

dan 

WALI KOTA CIMAHI 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. 

2 

3. 

Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. 

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Ilembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Ll} [#5
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Kota. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai BUD. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuinya 

disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

Daerah. 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala 

daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah 

dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank 

yang ditetapkan. 

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan 

sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 

(satu) tahun anggaran. 

Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat 

penyimpanan uang dana cadangan yang dipergunakan 

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 

2024. 



Pasal 2 

Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2024 yang diperkirakan penyediaan dananya tidak 

dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, 

Pasal 3 

(1) Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan 

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 

ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh 

miliar rupiah). 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggarkan pada tahun anggaran 2023, sebesar 

Rp30.000.000.000,00 (tiga. puluh miliar rupiah). 

Pasal 4 

Sumber pendanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program 

dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Tahun 2024. 

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. 

Ditetapkan di Cimahi 

pada tanggal 14 september 2022 

WALI KOTA CIMAHI, 

NGATIYANA 

Diundangkan di Cimahi 

pada tanggal 14 September 2022 
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT 

(2 B3/202p 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

I.  UMUM 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan secara 

demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan 

rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib 

dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Wali Kota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan 

pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara langsung oleh 

rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai 

permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. 

Pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat 

didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan 

pembentukan dana cadangan. 

Dana Cadangan yaitu dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Peraturan Daerah ini merupakan delegasi langsung dari ketentuan Pasal 

80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 



II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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